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ABSTRAK 

 

Nurpajri Hasan, 201410115153 Skripsi “Keputusan Jaksa Agung Tentang 

Pencegahan Seseorang Keluar Negeri (Studi Kasus Surat Keputusan Jaksa Agung 

Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam Tindak Pidana dan Nomor R-

002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri)”.  

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum 

tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang bersifat konkret, individual dan final yang memunculkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan hukum perdata. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempunyai dua tujuan. 

Pertama, untuk mengetahui apakah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa 

Agung dapat dibatalkan dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Jaksa 

Agung ialah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara, dan yang kedua untuk 

mengetahui apakah ada sanksi administratif yang diterima oleh Jaksa Agung 

terkait kewenangannya dalam menerbitkan suatu Keputusan, yang mana dalam 

keputusan tersebut melanggar Undang-undang Aparatur Sipil Negara, dalam 

penerapan kewenangan Jaksa Agung yang menjadi dasar dalam mengeluarkan 

Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam 

Tindak Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri. 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa, pertimbangan Jaksa Agung 

dalam membuat surat keputusan tentang pencegahan seseorang keluar negeri 

belum mencerminkan rasa keadilan. Jaksa Agung tidak melihat secara keadaan 

medis dan psikis dari Sdr. Hendra Widjadja, S.E akibat kegiatan surat keputusan 

tersebut. Dan akibat yang muncul karena adanya surat keputusan tersebut sangat 

berdampak pada kesehatan bahkan keluarga beliau. 

 Kesimpulan dalam penelitian ini, agar dapat setiap kewenangan yang 

dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan kepada peraturan 

yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki perundang-undangan, agar terciptanya 

keselarasan antara pejabat negara dengan masyarakat. Sehingga dalam bernegara 

memiliki rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya. 

Saran dalam penelitian ini adalah, Jika pemerintah ingin mengeluarkan 

suatu surat atau keputusan, pemerintah harus lebih memikirkan hak-hak warga 

negara yang dilindungi oleh undang-undang dan dari peraturan lainnya serta aspek 

keadilan lainnya. 

 

 

Kata Kunci : Keputusan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung, Pencegahan keluar 

    Negeri. 
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ABSTRACT 

 

Nurpajri Hasan, 201410115153 Thesis "Attorney General's Decision on 

Prevention of Someone's Exit (Case Study of Attorney General's Decree Number 

Kep-001 / D / Dsp.3 / 01/2013 Prevention in Criminal Actions and Number R-002 

/ D / Dsp.3 / 01/2013 Prevention of Exit) ”. 

State Administrative Decision is a written stipulation issued by a state 

administration body or official that contains state administrative legal actions 

based on applicable laws, concrete, individual and final laws that give rise to legal 

consequences for a person or civil legal entity . 

In this regard, this study has the first two objectives, to find out whether the 

Decree issued by the Attorney General can be canceled in the realm of the State 

Administrative Court, because the Attorney General is including the State 

Administration Officer, and the second is to find out whether there are 

administrative sanctions received by the Attorney General regarding his authority 

in issuing a Decree, which in that decision violates the State Civil Apparatus Act, 

in the application of the Attorney General's authority which is the basis for issuing 

the Attorney General's Decree Number Kep-001 / D / Dsp.3 / 01/2013 Prevention 

of Criminal Acts and No. R-002 / D / Dsp.3 / 01/2013 Prevention of Exit. 

Based on the results of the study stated that, the Attorney General's consideration 

in making a decree regarding the prevention of someone going abroad has not 

reflected a sense of justice. The Attorney General does not see the medical and 

psychological conditions of Mr. Hendra Widjadja, S.E due to the activities of the 

decree. And the consequences that arise because of the decree greatly affects the 

health of even his family. 

 The conclusions in this study are that every authority issued by State 

Administration Officers must be based on higher regulations in accordance with 

the hierarchy of legislation, so that harmony between state officials and the 

community can be created. So that the state has mutual respect for one another. 

Suggestions in this study are, If the government wants to issue a letter or decision, 

the government must think more about the rights of citizens protected by law and 

from other regulations and other aspects of justice. 

 

 

Keywords: State Administration, Attorney General, Prevention of Foreign Affairs. 
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